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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 

Apotek Pahala selama 5 minggu sejak tanggal 24 September 2024 hingga 26 

Oktober 2024, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker dapat membantu 

mahasiswa dalam memperluas wawasan, meningkatkan 

keterampilan, profesionalitas, dan pengalaman khususnya di apotek, 

serta mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab yang 

dimiliki oleh seorang apoteker dalam mengelola sebuah apotek. 

2. Mahasiswa mampu mendapatkan pengalaman praktik secara 

langsung terkait pekerjaan kefarmasian di apotek meliputi 

pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinis secara 

profesional. Selain itu, juga mendapat gambaran yang nyata terkait 

permasalahan kefarmasian secara nyata. 

 

5.2 Saran  

Saran bagi mahasiswa calon apoteker setelah melakukan Praktek 

Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala selama 5 minggu sejak 

tanggal 24 September 2024 hingga 26 Oktober 2024 adalah: 

1. Mahasiswa calon apoteker hendaknya lebih mempersiapkan diri 

dengan lebih banyak belajar dan mencari informasi terkait macam 

obat-obatan yang sering digunakan dalam swamedikasi sehingga 

dapat memberikan konseling, informasi maupun edukasi yang benar 

kepada pasien 
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2. Mahasiswa calon apoteker harus aktif bertanya dalam 

melaksanakan PKPA serta berdiskusi dengan pembimbing agar 

mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih luas mengenai tugas dan 

tanggung jawab apoteker pada pelayanan kefarmasian di apotek 

3. Mahasiswa calon apoteker harus percaya diri dan berinisiatif untuk 

berkomunikasi dengan pasien yang dalam pelaksanaannya yang 

didampingi oleh apoteker terutama pada saat memberikan 

pelayanan informasi obat, konseling, dan swamedikasi 

4. Mahasiswa calon apoteker mampu mempelajari berbagai macam 

obat berdasarkan kelas terapi, cara penggunaan, dan lain sebagainya 

agar dapat menunjang pelayanan kefarmasian yang lebih baik 

kepada pasien 
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